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ABSTRAK

Analisis Proses Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh kantor Badan
Pertahanan Nasional terhadap sengketa Pertanahan Prosedur penyelesaian Sengketa
tanah oleh kantor Pertanahan, semuanya sudah dijelaskan dalam Permen ATR/BPN
No.l1 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertahanan. Dalam aturan ini
dibedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangya
laporan. Jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan
pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan it dibedakan
masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk,
mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan di
register.
Peran Kantor Badan Pertahanan Nasional dalam menyelesaikan Sengketa
Pertanahan melalui Mediasi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Taia
Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian
Kasus Pertanahan dengan mengupayakan penyelesaian mediasi melalui mediator

yang bersikap netral.
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| Proses  Penyelesaian  Sengheta  yang  dilakukan  oleh  kantor  Badan

Pertahanan Nasional terhadap sengketa Pertanahan Prosedur penyelesatan
Sengketa tanah oleh kantor Pertanahan, berdasarkan Permen A'TR/BIPN
No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertahanan. Dalam aturan ini
dibedakan penanganan  penyelesaian sengketa dan konflik  berdasarkan
datangya laporan. Jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni:

a. inisiatil dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap

dua mekanisme laporan itu  dibedakan masing-masing  proses
administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk.

b. mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan

aduan di register.

2. Peran Kantor Badan Pertahanan Nasional dalam menyelesaikan Sengketa

Pertanahan melalui Mediasi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 yaitu

upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan melalui mediator yang

bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak
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